
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR   7  TAHUN    2011 

 

TENTANG 

 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBRANA, 

 

Menimbang : a. bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah; 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-UNdang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 

2002 tentang Pajak Atas Pengusahaan Burung Sriti 

dan/atau Walet di Kabupaten Jembrana perlu disesuaikan 

dan ditinjau;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pajak Sarang Burung 

Walet; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 1655); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 

2006 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

dan 

BUPATI JEMBRANA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG 

WALET 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Jembrana. . 

3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
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(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

5. Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat dari air 

liur burung walet yang berada pada habitat alami maupun 

yang dibudidayakan. 

6. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak 

adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 
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13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, atau Surat Keputusan Pembetulan. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

 
 

Pasal 2 
(1) Setiap penyelenggara atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet, dikenakan pajak 
dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. 

(2)   Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

(3) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak dikecualikan dari objek 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
 

Pasal 3 
(1)  Subyek Pajak Sarang BUrung Walet adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 
mengusahakan sarang burung walet. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 
atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 
mengusahakan sarang burung walet. 

 
 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

 
 

Pasal 4 
(1) Pengenaan Pajak didasarkan atas nilai jual sarang burung 

walet. 
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(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 

pasaran umum sarang burung walet  dengan volume 

sarang burung walet. 

 

Pasal 5 

Tarif Pajak  ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

 

Pasal 6 

Besaran pokok pajak terhutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4. 

 

 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 7 

Pajak yang terutang dipungut di tempat pengambilan 

dan/atau pengusaha sarang burung walet dalam wilayah 

Kabupaten Jembrana. 
 

 

BAB V 

MASA PAJAK 

 

Pasal 8 

Masa Pajak lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

 

 

BAB VI 

PENETAPAN PAJAK 

 

Pasal 9 

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

 

Pasal 10 

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan 

menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan berdasarkan 

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

 

Pasal 11 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 

pajak, Bupati dapat menerbitkan: 
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